PERATURAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 11 /PRTR/DIREKSI/TVRI/2022
TENTAMNG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTROMIK
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVIS| REPUBLIK INDONESIA

DEMGAN RAHMAT TUHAN YARG MAHA ESA

DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVIS| REPUBLIK INDONESIA

Menimbang tA bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden
Nomor 95 Tahun 2008 tentang Sistem - Pemerintahan Berbasis
Elektronik. setiaD Dpimpinan instansi  pusat mempunys tugas
melakukan koordinasi dan menstapkan  kebipkan  Sistem
Pamerintanan Berbasis Elakkrombs

k. bahwa untuk mewudjudkan tata kelola pemerintahan wvang bersih,
gfektif. transparan, dan akuntabal serta pelayanan publik vang
berkualitas dan terpercaya,. perlu menarapkan sistam pemearintahan
berbasis alaktroniks

[ banwa bercdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
humdf @ dan huraf b, perly menstapkan Peraturan Dewan Diraks|
Lembaga Penyiaran Publik Televis: Republik Indonesia tentang Sistam
Famearintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Lembaga Pemyviaran
Pubiik Telewisi Republik Indonesia;

Menginocat N Undang=Undang RI Nomor 22 Tabun 2002 tentang Penyaran
sabagalmana telah dirubah dengan Undang-Lindang Momar 11 Tahun
2020 tentang Cipta Ker@a (Lembaran Megara Republik Indonasia
Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonasia Nomor §573)

e 1 Piératuran  Pemerintah Bl Homwor 11 Tabhun 2005 fentang
Pemnvidlignggaraan FPenyiaran Publik {Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2005 Momor 28, Tambahan Lefmbacan Megora
Fepublik Indonesia Momor 4485);

z Peraturan Pemerintah Rl Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga
Peryiaran Publik Telewisi Republik Indonesia (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2005 Momor 30, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Momor 44877

4. Peraturan Presiden Nomar 25 Tahun 2018 tentang Sistemn
Pemerintahan  Berbasiz Elektronik {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Mamor 182,

5. Peraturan Dewan Direksi,

LEMBAGA PENYIARAMN PLIBL I Jl, Gerbang Pemuda, Mo, 8, P OX - 570 4730
TELEVIS! REPUBLIK INDOHESIA Senagan, Jakarta 10270 OF1 « 570 4340
F ON-5733122
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Menatapkan

Peraturan Dewan Direksl Lembaga Penvlaran Publik Televis) Republik
Indonesia Nomor 18/PRTR/DIREKSI-TVRI/ 2020 tentang Organisas
dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Telewvisi Republik Indonesia;
Peraturan Dewan Direksl Lembaga Penylaran Publik Televisi Republik
Indonesia Nomor 19/PRTR/DIREKSI-TVRI/2020 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik
Telavisi Republik Indanesia MNomor 23/ PRTR/DIREKSI-TVRZ02
tentang Perubahan Peraturan Dewan Direksl Lembaga Penviaran
Pubfik  Televisi Republik Indonesia Nomor 19/PRTR/DIREKSI-
TWRIS2Z020 fentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran
Lembaga Penyiaran Publik Telkevisi Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DEWAN DIREKS| LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI
REPUBLIK  INDOMESIA TENTANG PENYELENGGARAAN  SISTEM
PEMERINTAHAKN BERBASIS ELEKTROMIK & LINGELUMNGAN LEMBAGA
PENYIARAM PUBLIK TELEWVIS! REFPUBLIF INDOMES]A

BRAB I
KETENTLIAN LML

Pazal 1

Datam Peraturan Dewan Direksi ini vang dimaksud dengan;

1

Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia vang
selanjutnya disingkat LPF TVRI adalah Lembaga Penyiaran Publik
vang menyvelenggarakan  kegiatan  penviaran  belevisi  bersifak
independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan lavanan
untuk xepentingan masyarakat,
Sistem Pamerintahan Berbasls Elektronlk vang selanjutnya disingkat
SPEE adalah penyelenggaraan pemerintaban yang memanfaatkan
teknologl informasl dam komunikas! untuk memberikan  layanan
kepada Pengouna SPBE
Tata HKelola SPBE adalah kerangka kerja wang memastikan
terlaksananya pengaturan, pengarahan dan pengendalian dalam
penerapan SPBE secara terpadu.
Manajemen SPBE adalah semngkaian proses unfuk mencapal
penerapan SPBE vang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta
Lavanan SPBE yvang berikualitas
Lavanan SPBE adalah kefuaran yang dihasilkan oleh satu atau
baberapa fungsi Aplikasi SPBE dan vang memiliki nilal manfaat
Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan
integrasi Proses Bisnis, Data dan Informast, Infrastrukitur SPBE, Anlikasi
SPBE. dan Keamanan SPBE untuk menghasitkan Layvanan SPBE yarg
terintegrasi.
Peta Rencana SPBE adalah dokumaen yang mendeskripsikan arah dan
langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE vang terintegrasi,
Proses Bispis adalah sekumpiulan kegiatan vang terstruktur dan saling
terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

8 |nfrastruktur SPBE..
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Infrastrukiur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak;
dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistermn,
aplikasi, komunikas) data, pengolzhan dan penyimpanan - data,
perangkat integrasi/perghubung, dan perangkat elektronix lainnya
Infrastrukiur SPBE Mazional adalah Infrastruktur SPBE vang terbubiung
demngan Infrastruktur SPEE instansi pusat dan pemerintah caerah dan
digunakan secara bag pakai oleh instansi pusat dan pemerintah
daerah,

Infrastrukiur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah
Infrastrukiur SPBE warng diselenggarakan cleh instansi pusat dan
pemearintah daerah masing-masing

Pusat Data adalah fasilitas yvang digunakan untuk penempatan sistem
elgktronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan panampatan,
penyimpanan dan pengolahan, dan pemulinan Data,

Jaringan Intra adalah [aringan tertutup vang menghubungkan antar
simpul [aringan dalam svatu organisas),

Sistam Penghubung Lavanan adalah perangkat integras/penghubung
untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE

Aplhikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan
prosedur vang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsl Layanan
SPBE di Kemenierian Kogrdinator

Aplikast Umurm  adalah Aplikasi SPBE yang sama, siandar, dan
digunakan secara bagi pakai oleh unit organizasi, unit kerjia, instansi
pusat, dan/atau pernerintah daerah,

Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE vang dibangun, dikembangkan,
digunakan, dan dikelala oleh unit kera untuk meamenuhl kebutuhan
khusus vang bukan kebutuhan unit kerja iain.

Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam
SPBE.

Audit Teknologl Informasi dan Komunikas! adalah proses: yang
sistemat:s untuk memperoleh dan mencevaluas bukti secara chektif
terhacap asset teknologl mformasi dan komunikasi dengan tujuan
untuk menetapkan tngkat kesesuatan antara teknologi informasl dan
kormunikas! dengan kriterla dan/atau standar vang telah ditetaplan
Pengguna SPEE adalab instanst pusat, pemerintah daerah,  pegawsal
Aparatur Sipd Megara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan
pibak lain vang memanfaatkan Lavanan SPBE.

BAEB I
RUAMG LINGELP

Fasal 2

Peraturan Dewan Direksi ini digunakan sebagal pedoman dalam penerapan
SPEE di Lingkungan LPP TVRI

Pasal 3

Peraturan inl bertujuan untuk: meningkatkan keterpaduan dan efisiens
sistermn pernerintahan berbasis elekironik dalam rangka mewuludkan tats
kelola pemerintahan vang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel zerta
pelavanan publik vang berkuslitas dan terpercaya di lingkungan LPP TVRE

Pasal 4.,
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Fasal 4

Ruang lingkup SPEE LPP TYRI mellputi

1 Tata Kelola SPBE;

Manajermean SPBE;

Agadit Teknologl Informas dan Komunikasi;
Panyelanggaraan SPEE:

Percepatan SPBE; dan

Pernantaiuan SPBE dan Evaluasi SPEE

o T 4 S P

BAB
TATA KELOLA SPBE

Pazal 5

Penaelolaan SPBE bertuluan;

s

€
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Menvediakan informasi penyvelenggaraan permerintahan LPP TVRI
bérbasis elektronik!

Mengembangkan | penyelenggaraan penyiaran pulik Yarg
menggunakan teknologl  berbasis  elektronik.  dalam  rangka
meningkatkan kualitas pelayvanan publik secara efektif, efisien gan
Terpercaya;

Terwdjudnya masyarakat wyang memiliki aksesibilltas terhadap
pangaunsan teknologi informasi dan komunikasi;

Terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintaban yang bailk
dalam proses panyelenggaraan manajgmen Penyiaran Publik: dan
Terse¢lenggaranya Penyiaran Publik yvang berbasis teknoiogi informasi

Pasal &6
LPP TWRI menyelenggarakan Tata Kelola SPBE secara terpadu,
Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap unsur SPEE,
Linsur SPBE sebagaimana dimaksud pada avat (23 mealiputi:
Rencana Induk SPBE LPFP TVRI
Arsitekiur SPBE;
Peta Rencana SPBE;
Rencana dan anggaran SPEE;
Proses Bisnls:
Data dar Informas:;
Infrastruktur SPBE;
Aplilkkasi SPRE:
I Keamanan SPBE; dan
Lavanan SPBE.

_:I'IIJ"!'IID.I'IFIF

Pasal 7

(1) Rencana Induk SPBE MNasional berfujuan uniuk memberikan arah

SPBE vang terpadu dan berkesinambungan secara nasional

{22 Rencana Induk SPBE Nasional paling sedikit memuat:

& wisl, misi, tujuan, dan sasaran SPBE:
o, arah kebijakan SPBE;
e strategl SPBE: dan

. peta rencana..
4



(5}

{5

(5]

()

L7l

()

()

(3

(43

(5]

(&)

W

=Y

d. peta rencana strategls SPBE.
Rencana Induk SPBE Masional disusun bDerdasarkan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Grand Design Reformas!
Birakrasl
Fenyusurman Rercana induk SPBE MNasional dikoordinasikar olah
menterl yang menyelengoarakan wrusan pemerintahan di bidang
perencanasn pembangunan nasional
Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan darl Peraturan
Dewan Direksi ini
Rencana Induk SPBE Masional dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun
atal sewakiu-waktu berdasarkan:
a, hasil pernantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPRE
Masional; dan/atau
b perubaban kebijakan strategis nasional,
Femantauan dan  evaluasi Rencana Inguk SPBE Masional
dikpordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahar di bidang perancanaan paembBangunan naskanal

Fazal 8
Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal & avat (33 huruf
b bertujwan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integras
Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastrukiur SPBE, Aplikasi SPEE
dan Keamanan SPBE untuk menghasilkar Layvanan SPBE yvang terpadu
di LPP TVRL
Arsitektur SPEE sebagaimana dimaksud pada ayat (1 memuat a
referensi arsitelctur: dan
b domain arsibektur
Referensi aristektur sebagaimana dimaksud pada ayat (20 huruf a
mendeskripsikan kompaonen dasar arsitektur baku yang digunakan
sebagai acuan untuk penyvusunan setiap domain arsitekiur
Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
mendeskripsikan substans arsitektur yang marmuat!
domain arsibekiur Proses Bisnls;
domain arsitextur Data dan Informasi;
dorniain arsitektur Infrastruktur SPBEE:
domain arsitektur Aplikasi SFEE;
domain arsitekiur Keamanan SPBE; dan
domain arsitekiur Layanan SPBE
Arsitektur SPBRE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipetakan dan
diselaraskan berdasarkan referensi Arsitekiur SPBE nasional
Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan rencana strategis LPP
TWRI,
Penyusunan Arsitektur SPBE LPP TVRI dikoardinasikan obeh Unit Kerja
vang membidang Tugas dan fungsi Direktorat Teknik,
Dalam menyusun Arsitektur SPBE; Unit Kena sebagaimana dimaksud
pada avat {7) dapat melakukan konsultasi dengan Tim Koordinas
SPRE Masional.

b ST o R (R
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Arsitaktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Cirektur Litama LPP TVEL dan menjadi pedoman dalam proses
integrasi Layvanan SPBE 4i LPP TWRI, antara LFP TVRI dengan instansi
pusat lain danfatau pemernintah daerah,

Pasal 9
Arsitektur SPEE LPF TVRI disusun untuk jangka waktu 5 (limal tanun
Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada avat (13 dilakukan reviy
pada paruh wakiu dan tahun terakhir pelakianaan atau sewakbu-
waktu sesual dengan kebutuhan,
Reviu sebagaimana dimaksud pada ayvat {2} dilakukan oleh Unit Kerla
yvang membidangl tugas dan fungs Direktorat Teknik
Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat [2) dilakukan berdasarkan:
B perubahan Arsitekiur SPBE LPP TVRIL
n’ hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
= perubahan pada unsur SPBE di LPP TVRI =ebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 6 ayat (3} huruf d sampal dengan huraf |
d- perubahan pada domain Arsikekiur SPBE LPP TVR
sabagaimana dimaksud dalam Pasal 9 avat (4); dan/atau
g perubahan rencana strategis LPP TVRIL
Hasil reviu Arsitektur SPBE LPP TVRI sebagaimana dimaksud pada
ayat (23 disampaikan kepada tim koordinas: SPBE LPP TVRI

Pasal 10
Feta Rencana SFBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal & avar (3)
Fiuruf ¢ mernuat:
Tata Kedola SPBE;
Manajemen SPBE;
Layanan SPBE:;
infrastrukiur SPBE;
Aplikasi SPBE;
kKeamanan SPBE: dan
Audit Teknologi Informasi dan Kormunikasi
F'e:ta Rencana SPBE sebagaimana dimakszud pada ayat {17 disusun
dalam bentuk program dandatau kegiatan SPEE i LPE TRl
Feta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana
SPBE nacziopal, Arsitektur SPBE LPP TVRI, dan rencana strategis LPP
TWRI
Peta Rencana S5PBE disusin oleh Unit Kera vang membidang! fugas
dan fungsi Direktorat Teknik
Cialam memnvusun Peta Rencana SPBE, (Unit Kerfa/Perangkat Daerah)
sebagaimana dimaksud pada avat (2) dapat melakukan konsultas
dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana
SPEE nasional
Peta Rencana SPBE sebagaimana dimakaud pada avat (1) ditetapkan
aleh Direktur Litama LPP TVYRL
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Paszal 1
Fata Rencana SPEE disusun untuk jangks walktu 5 (lima) tahun,
Reviu Peta Rencana SPBE diakukan pada paroh wakiu dan tahun
terakhir pefaksanaan atay sewakiu-wakiu sesuai dengan kebuiuhan
Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat {2
berdasarkan:
i perubahan Peta Rencana SPEE nasional;
u] perubahan rencana strategis LPP TWVRL
C perubahan Arsitekiur SPBE: atau
o hasil Pemantadan SPEBE dan Evaluas! SPBE.
Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ava: (23
dilakukan oleh Unit Kerja vang membidangl tugas dan fungsl
Direktorat Teknik,
Hazil reviu Pata Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada tim koordinasi SPEBE LPP TVRI

Pazal 12
Repcana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal &
avat (3) huruf d disusun sesual dengan proses perencanaan dan
penganggaran  taburan pemerintah dengan berpedoman pada
Arcitektur SPRE LPP-TVRI dan Peta Rencana SPRE LPP TWVRI serta
dengan memperiimbangkan usulan dan kebutuhan anggaran SPBE
dar sefuruh Unit Kerja.
Penyusuran rencana dan anggaran SPEE ssbagaimana dimaksud
pada ayat (1} dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuban
anggoaran SPBE dar seluruh Unit Kerja dan diselaraskan dengan
Arsicektur SPBE LPP TVYRI dan Peta Rencana SPEE LPP. TVRI
Penyvusunan rencana dan anggaran SPBE dilaksanakan olah Linit Kerja
yang membidang! tugas dan fungsl Direktorat Keuangan dengan
berkoordinasi kepada Unit Kerja vang membidangl tugas dan fungs!
Diraktorat Teknik,
Penyusunan rencaena dan anggaran SPEBE dikoordinasikan dengan
kementerian terkait sesuai dengan katentuan peraturan perundang-
Lndangan

Pacal 13
Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal & ayat (3) huruf e
memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasl,
pembangunan, pengembangan, danm penerapan Aplikasi SPBE,
Keamanan SPEE, dan Lavanan SPBE
Proses Bisnis disusun secars terintegrasi bercdassrlan pada Arsitekiur
SP8E untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi
SPBE dan Layanan SPBEE vang terintegrasi
Proses Bisnis LPP TVEE terintegras! dengan proses bisnis instansi
ferkait
Proses Bisnis disusun oleh Unit Kerja yvang manyelenagarakan fungs)
Diraktorat Umum dengan Unlt Keria yang membidangi tugas gan
fungs| Direkiorat Teknik

{53 Penyvusunan Proses,._
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Penyusunan Proses Bisnls sebagaimana dimaksud pade ayat (3)
dikoordinasikan dan/atau dapat dikonsultasikan dengan kementenan
Yang menyelenggarakan urusan pamerintahan o bidang aparatur
negara.

Froses Bisnis sabagaimana yang dimaksud pada avat (1) ditetapkan
oéieh Darektur Litama LPP TVRI

Fasal 14
Cata dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal & ayat (3)
huruf 1 mencakup Data dan Informasi yang dimniliki oleh LPP TVRI vang
dipercleh dari Pengguna SFEE.
Cata dan Informasi disediakan dan dikelola oleh Unit Kerja di LPP TVREI
sesual dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prinsip Satu Data
Indonesia.
Unit Kerja di LPP TVRi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bertanggung jawab atas keakuratan Data dan Informasi yvang
dizediakan zeta keamanan Data dan Informasi vang bersifat strateqgls
dan/atau rahasia,
Cata dan Informas! sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
rremanuh Kriteria:
perdasarkan standar data dan informasi;
perbagi pakai data dan informasi;
mudah diskses; dan
sataras dengan Arsitektur SPBE LPP TVRI

e noo oo

Paszal 15

Data dan Informasi merupakan baglan dan digurakan dalam
penyelenggaraan SPEBE

Fenggunaan Data dan Informasi dilakukan dengan mengutamakan
bagl pakal Data dan Informasl antar Unit Kerja di LPP. TVRI, dengan
berdasarkan tuluan dan cakupan, penyediaan akses Data dan
Informasl, dan pemenuhan siandar interoperabilitaz Data dan
Informasi,

Pasal 16
Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pass! 6 ayat [(3)
huruf g bertuluan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kermudahan
integrasi bagi Unit Kerja di LPP TVRI
Infrastruktur SPRE sebagaimana dimaksud pada avat (13 terdirl atas;
a. Pusat data LPP TVRI;
L Jdaringan intra LPP TVRIE dan
L Sistem Penghubung Lavanan LPP TWRI
Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh Unit Kerfa vang rmembidangi
tugas dan fungsi Direktorat Teknik
Infraztrukiur SPBE zebagaimana dimaksud pada avat (20 harus
dimanfastkan secara bagi pakal oleh seluruh Unit Kerja di LPP. TVRI
Permbangunan dan pengembangan  Infrastruktur SPBE  dilakukan
segras dengan Arsiteliur SPEE LPP TVRI

(6 Infrastruktur ..
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infrastruktur SPBE sebagaimana vang dimaksud pada avat (1)
diselenggarakan  sesual  dengan standar  perangkat, standar
Interoperabilitas, standar keamanan sistem informasl, dan standar
lainnya berdasarkan ketentuan paraturan perundang-undangan

Pazal 17

Pusat data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 avat (2) huruf a
marupakan tempal penyimpanan data vang berbasis elektronik, vang
perfungs untulke

a.
b.

(1)

{2}

(1
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{2)

Mengelola kelancaran lavanan dan Infrastruktur SPBE:

Mengealola penyimpanan dan kelancaran laly lintas data dan informas:
berbasis elektronik di lingkungan LPF TVRE dan

Mengatur akses informasi sesual dengan kewenangan masing masing
satuan kerja

Pasal 18

Penggunaan Jaringan Intra LPP TVRI sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayal (2) hurwf b berfujuan untuk rmenjaga keamanan dalam
miglakukan panglrirman Data dan Infarmasi antar simpud [arngan-dalam
LPP TVRI

Penyelenggaraan Jaringan intra LPP TWRI sebagaimana dimaksuag
pada avat (1) dapat menggunakan jaringan fisik vang dibangun obeh
LPP TVRI dan/atau yang dibangun oleh penyvedia jasa layanan jarngan

Pasal 19

Seluruh Uinit Kerja di LPP TVRI menggunakan Jaringan Intra LPP TVRI

untuk menjaga keamanan penairiman Data dan informasi internal.

Penggunaan Jaringan Intra LPP TVR| sebagaimana dimaksud pada

ayvat (1) harus memenubl ketentuan sebagai barikut:

[ membust keterhubungan dergan antar unit kerja

o mendapatkan pertimbangan kelaikan operas! darl Kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di  bidang
komurnikasi dan informatika; dan

= mendapatkan pertimbangan kelalkan kearmanan darn kepala
lembaga yang menyvelenggarakan tugas pemerintahan di bidang
keamanan siber.

Pasal 20
Sistern Penghubung Layanan LPP TVRI sebagaimana dimaksud dalam
Pazal 16 ayat (23 huraf © harus menggunakan Sistem Perghubung
Lavanan permérintah
Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana
dirnaksud pada avat (1), LPP TWR] harus memenuhl kriteria sebaga
bBerikut:
B membuat keterhubungan dan akses Jaringan antar unlt kerja;
b memenuhi standar interoperabilitas antar-Layanan SPBE wvang
ditetapkan oleh menterl vang menyvelenggarakan urusan ol
bidang komunikasi dan informatika:

c. mendapatkan...
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C rendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informatika: dan

d  mendapatkan pertimbangan kelalkan keamanan dar lermnbaga
vang menvelanggarakan  tugas pemerintahan  di  bidang
keamanan siber,

Pasal 21
Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE, LPP TWRI melaksanakan
fungsi layanan pusat data di LPP TVRI dan pusat data nasional.
Layanan pusat data di LPP TVRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikelola oleh unit kerja vang membidangl bugas dan fungsi Direkiorat
Teknik
Seluruh Linit Kerja di LPP TWRI harus memanfaatkan [avanan pusat
data di LPP TVRI
Lavanan pasat data di LPF TWR dilakukan reviu pada paruh waktu dan
tahun terakhir pelaksanaan atay sewaktu-wakiu sesuai dengan
kabutuhan.
Reviu layanan pusat data di LPP TVRI sebagaimana dimaksud pada
ayat (4} dilakukan oleh timy koordinasi SPBE LPP TVRL

Pasal 22
Dalarn hal Pusat Data nasional telah ditetapkan dan tersedia. LPP TVRI
hanus menggunakan Pusat Data nasional,
Jarminan ketersediaan penyimpanan Data dalam lavanan Pusat Data
nasional dilaksanakan oleh Unit Kerla yang membidangi tugas dan
fungs: Direktorat Teknik

Pasal 23
Aplikasi SPEE sebagalmana dimaksud dalam Pasal §.ayat (33 huruf b
digunakar oleh Unit Kerja di LPP TWRI untuk memberikan layanan
Kepada Pengguna SPEE,
Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdir| atas:
a Aplikasi Umum; dan
b Aplikasi Khusus,
Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan
penggunaan kode sumber terbuka yang dilaksanakan berdasarkan
siklus pengembangan sistem vang meliputi tahag;
g parencanaan;
analisis;
pembangunan dan/atau pengembangarn;
penarapan; dan
; pemeliharaan.
Pembangunan danfatau pengembangan Aplikasi SPBE  dilakukan
bBerdasarkan Arsitektur SPBE LPP TWVRI setelah
mendapatkan pertimbangan dar menter] terkait sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

[ 90 = T Tl o
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LPP TVRI melaksanakan penyelenggaraan SPBE berdasarkan Apiikas
Urmum yvang ditetapkan oleh menter) yang menyvelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang aparatur negara

Aphkasi khusus sebagaimana dimaksud pada awvat (2) huruf b
dibangur dan dikembangkan selaras dengan Arsitektur SPBE LPP
TWRI,

Pembangunan dan Pengembangan Aplikast Khusus o LPE TVEREI
senagalmana yang dimaksud pada avat (4) harus memenuhi standar
teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan Aplikag
Khusus sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Hak cipta atas Aplikasi S5PBE beserta kelengkapannya vang dibangun
dan/atau dikembangkan atas biava LPP TWRI sebagalmana dimaksud
pada ayvat (2} menjad! milik LPP TVRI dan tidak dapat digunakar di
luar LPP TVRI tanpa persetujuan dari Dirgktur Utarma LPP TWVREL

Pasal 24
Keamanan SPFEE sebagaimana dimaksud datam Paszal B ayat (3 huruf
I ditujukan untuk melindungi aset Data dan Informasi, infrastruktur
SFBEE, dan Aplikasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggung jawab:
Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud: pada ayat (13 meliputi

penjaminar

a kerahasiaarn;
b keutuhan;

£ ketersediaan;
d. keaslian; dan

o, kenirsangkatan,

Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada avat (25 huruf a
dilakukan melalui penentapan klasifikasi keamanan. pembatasan
akses, dan pengandalian keamanan lainnya,

Penjamin keutuban sebagalmana dirmaksud avat (20 huruf b dilakukan
rmefaiul pendeteksan modifikasi

Pamamin ketersadiaan sebagamana dimaksud pada ayat () huruf o
dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemuliban

Penjamin keaslian sebagaimana dirmaksud pada avat (23 huruf d
dilakukan melalui penvediaan mekanisme verifikasi dan validasi
Penjamin kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada avat {20 huruf
g dilakukan melalui jaminan pihak ketiga ferpercaya melabul
penggunaan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan peraturan
penmdang-undangan

Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhl standar
teknlz dan prosedur Keamanan SPBE sesual dergan ketentuan
peraturan perundsng-undangan,

Pasal 25
Setiap unit kerja harus menarapkan koamanan SPBE LPP TWRI dalam
penyvelenggaraan SPBE LPF TWRL,

{23 Dalam manearapkan...
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Dalam menarapkan keamaran SPEE LPP TVRI dan menyelesaikan
permasalahan keamanan SPBE LPP TVRHI kepals unit kerja dapat
melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan unit kerja vang
membidang tugas dan fungsi Direktorat Teknik

Penyelesaian perrmasalaban keamanan SPBE LPP TVRI sebagaimana
dirmaksud pada avat (2} dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangari.

Pasal 26
Layvanan SPBE zebagaimana dimaksud dalam Pasal & avat {3) huruf ;
terdiri atas:
a layanan administras| pemerintahan berbasis elektronik: dan
b lavanan publik berbasis alektronik
Layanan administrasi pemerintahan berbasis elekironik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huraf a8 merupakan Layanan SPEE yang
mendukung  tata laksana internal  birckrasi  dalam rangka
meningkatkan Kinerja dan akurtabilitas di LPP TVRL
Layarnan administrasi pemeriniahan berbasis elektronlk  meliput
layanan wyang mendukung kegiatan di bidang perencanaan,
penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian
koarsipan dinamis, pengelolaan barang milik negara, pengawasan
akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesual  dengan kebutuban
intermal LPP TVRL
Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada avat
{1} huruf b merupakan layanan SPBE vang mendukurg pelaksansan
palavanan publik di LPP TWVRL
Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang menaukung
kebutuhan birokrasi pemenntaban, melputs
pengaduan publik;
dokumentasi dan Informasi hukurm;
pengawasan internal; dan/atau
layanan publik sesual dengan kebutuhan LPP TVRI
Unit Kerja yang menvelenggarakan Lavanan SPBE =ebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan
furgsinya masing-masling.

B o

BAB IV
MAMNAJEMEN SPBE

Fasal 27

Manajemen SFEE meliputi |

Tao o Thim o o oo

managemen rsiko;

manajeman keamanan Informasi:

managemean cata;

manajemen aset teknolog informas) dan komunikas):
managermen sumber Jdaya manusia;

rmanaiemen pengetahuan;

managemen percbahan: dan

rmanagemen layanan SPBE,

Pasal 28..,
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Pasal 28
Manajemen rsiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 buruf a
bertujuan untuk menjamin  keberlangsungan pelaksanaan SPBE
dengan maminimalkan dampak risiko dalarm mencapal tujuan SPEE
Manajermnen rislko dilakukan melalul proses  (dentifikasl, analisis,
pengendalian, pemantauan SPBE dan evaluasi SPBEE terhadap risiko
dalam pelaksanaaan SPBE dl LPP TVRL
Pelaksanaan manajemen risiko sabagaimana dimaksud pada ayat 07)
dikoordinasikan oleh Unit Kerja yang menyelenggarakan tugas dan
furgsi di bidang pengawasan dan pengendalian internal
Dalam pelaksanaan  manajemen  risike, pimpinan LPP TVEREI
berkoordinasi dan dapat mefakukan konsultasi dengan menter yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara
Manajemen risiko dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan
perindang-undangan

Fasal 29
Manajeman Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa
27 huruf b bertujuan menjamin keberlangsungan SFBE dengan
reaminirnalkan dampak risike keamanan Informasi,
Manajemen keamanan dilakukan melalui proses penstapan ruang
gk, pengtapan penangogung jawab, perencanaan, dukungan
pengoparasian, avaluasi kinera, dan perbaikan berkelanjutan terhadap
kearmanan mfermasi dalam SPEE.
Manajornen kearmanan informas sebagaimana dimaksud pada ayat {2}
dilaksanakan Derdasarkan pedoman manaemen keamanan informas
SPBE LPP TVRI,
Dalam pelaksanaan manajemen kearmanan informasi, pimpinan LPP
TVRI berkoordinas dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala
lembaga yang menyelenggarakan fugas pemerintahan ol bidang
keamanan siber,
Manajernen kearmanan informasi cilaksanakan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan

Pazal 30
Manajernen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf o
bertujuan untuk menjamin terwvujudnya data yvang akurat, mutaknir
terintegrasi, dan dapat diakses sebagal datar parencanaan
pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian pembanguran nasional
Manajemen Data-dilakukan mefalul proses pengeiolaan arsitokiur data
data induk, data referens|, basis data, dan kualitas data
Manajermen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksarakan
berdasarkan pedoman manajamean data SPBE.
Dalam pelaksangan manajemen data. pmpinan PP TVRI
barkoordinas dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri vang
menyvelenggarakan  urusan  pemerintahan di bidang  perencanaan
pembangunan nasonal
Marajemen data  dilaksanakan  berdasarkan ketentuan  peraturan
parundang-undangan

FPasal 31 _,
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Pasal 31
Manajermen aset teknolegi informasi dan komunikas! sebagaimana
dimaksud. dalam Pasal 2V huruf d bertujuan untuk  menjamin
ketersediaan dan optimalisasl pemanfaatan aset teknologl informas
dan komunikasi dalam SPBE,
Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasl dilakulkan melalul
proses perancanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penahapusan
perangkat keras dan perangkst lunak yang digunakan dalam
pelaksanaan SPBE 4l LPP TVRL
Hanajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakzanakan oleh
seluruh Linit Kerja di LPP TWR1,
Calam  pelaksanaan manajermen asat  teknologl informasi dan
komunikasi, pimpinan LPFP TVRI berkoordinasi dan dapat malakukan
konsultasi dengan menteri vangmeryelangoarakan UrLsan
pemarintaban di bidang komunikasi dan informatika
HManajemen aset teknologl informasi dan komunikasi dilaksanakan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fasal 32
Manajermen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalarm Paszal
27 huruf e bertujuan untuk menjamin  keberlangsungan  dan
peningkatan mutu dan Layanan SPEE.
Manajemen sumber daya mansia  dilakukan  melalui - proses
porencansan, pengembangan, pembinaan, dan  pendayvagunaan
sumber daya manusia dalam pelaksanaan SPBE di LPP TVRL
Marajemen sumber daya manusia memastikan Ketersediaan dan
kompetens! sumber dava manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola
SPBE dan Manajemen SPBE
Manajernen sumber daya rmanusia sebagaimana dimaksud pada avat
{2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumbar dava
manusia SPFBE.
Dalam pelaksanaan manajermen sumber daya manusia, pimpinan LPP
TWRI berkoardinasi dan dapat melakukan konsultas dengan menteari
wang menyvelenggarakan urusan pemerintahan di bidarg aparatur
negara,
Manajemen sumber dayva manusia  dilBksanakan  berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 33

Manajermnen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pagal 27
buruf f bartujuan untuk meningkatkan kualltas Layvanan SPBE dan
rmandukung proses pengambilan keputusan dalarm SPBRE

Manajemen pengetahuan dilakukan mekaivi proses pengumoulan,
pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetabhuan dan
teknologl vang dihasilkan dalarm penyelenggaraan SPEE di LPP TVEI
Manajermen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada avatr (23
dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPERE

Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, pimpinan LPP TWRI
berkoordinasl dan dapat melakukan konsultasl dengan kepala
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lermbaga parmerintah non kementerian yang menyelenggarakan fUgas
pemerintaban di bidang pengkajian dan penarapan teknologi
Manajemen pengetahuan dilaksanakan berdasarkan  ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Paszal 34
Manajemen perubshan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf g
Bertujuan maningxatkan Kualitas Layanan SPEE meialui pengendalian
pefubaban vang terjadi dalam SPBE
Manaiemen perubahan dilakukan melalul proses perencanaan, analisis,
pengembangan, implementasi, Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPEE
terkadap pardbahan SPBE.
Manaemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2
ditaksanakan berdasarkan pedoman manajeman perubahan SPEE
Dalam pelaksanaan manajemen perubaban, pimpinan PP TWYRI
erkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri vang
menyelenggarakan unusan pemerintahan di bidang aparatur negara,
Manaiemen perubahan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Pasal 35
Manajemen Lavanan SPBE sebagaimana cimaksud dalam Pasal 27
hurdf b bertujuan  untuk. menjamin | keberlangsungan dan
meningkatkan kualitas Lavanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
Manajemen Layanan SPEE dilakukan melalui proses pelayanan
Fengguna SPBE, pengoperasian Lavanan SPBE, dan pengelolaan
Aplikasi SPBE
Pelayanan Pengguna 3PBE sebagaimana dimaksud pada avat (2]
merupakan Kegliatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah,
permintaan, dan perubahan Layanan SPEE darl Pengguna SPBE
Pengoperasian Lavanan SPBE sebagaimana dimaksud paca ayat {2
merupakan kegiatan pendayvagunaan dan pemeliharaan infrasorekmr
SPBE dan Aplikasi SPBE
Pengelolaan Aplkasi SPEE sebagaimana  dimaksud pada ayat (2)
merupakan keglatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yanog
berpedoman pada melcdologi pembangunan dan gengembangan
Aplikasi SPBE
Manajemean Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pads avab [2)
dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layvanan SPEE
Calam pelaksanaan manajemen Lavanan SPEE, pimpinan LPP TVRI
Berkoordinas! dan dapat mealakukan konasultasi dengan menter) vang
mienyelengdarakan urusan pernerintaban di bidang komunikas! gan
informatika,
Manajemen Layanan SPBE dilaksanakan  berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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BAB W
AUDIT TEKNOLOGI INFORMAS DAN KOMUNIKAS]

Pazal 36

Audit Teknologi Informasi dan Komunikas! terdirl atas:
a audit Infrastruktur SPEE;
b audit Aplikasi SPHE; dan
o audit Keamanan SPBE.
Audit Teknologi Informas! dan Komunikasi sebagaimana dimaksud
pada avat (2 meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada !
& pengrapan tata kelola dan manajermen teknologi informasi dan

Kormunikasi;
b. fungsionalitas teknologi informasi dan komurikas:
c kinerja teknologi infarmasi dan komunikas! yvang difiasikan: dan
d.  aspek teknologl informasi dan komunikasi lainnya,
AUttt Teknologl Informasi dan Komunikas LPP TVEI dilaksanakan oleh
lemibaga pelaksana Audit Teknologl Informasl dan  Komunikasi
pemerintah:atau lembaga pelaksana Audit Teknologi informasl dan
Komunikasi yarg terakreditas! sesual dengan ketentuan peraturan
parundang-undangan,
Audit Teknologl Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan
rebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasl dan
Homunikast
Audit Teknologi Informasi dan Komunikas! dilaksanakan berdasarkan
Hebentuan peraturan parundang-undangan

Paszal 37

Audit Infrastruktur SPBE terdiri atas:

a. audit Iinfrastruktur SPBE Masional; dan

b, audit Infrastruktur SPBE Instans! Pusat dan Pemerintah Daerah
Audit infraskruktur 5PBE Nasional sebagalimana dimaksud pada avat
{1 huraf & dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 {satu? tahun oleh kepala
lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas
pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi,
Aisdit Infractrulitur SPBE Instansi Pusat dan Permerintal Daesrah
sebagaimana dimaksud pada ayat (13 huruf © dilaksanakan paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 2 {dua) tabhun eleh Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerakh.
Audit Infrastruktur SPBE Masional sebagaimana dimaksud pada ayat
£2) dan Audit Infrastrukiur SPBE Instans! Pusat ‘dan Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud pada avat (3  dilaksanakan
berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur
SPBE.
Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4, Instansi
Pusat dan Pernerintah Daerah berkoordinasi dengan menter yang
menyelenggarakan urusan pemerintabhan df bidang komunikasi dan
informatika terkait pemantavan, evaluasi, dan pelaporan  audit
Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah,
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Ketentuan lebih lanjut mengenail standar dan tata cara pelaksanaan
audit  Infrastrukiur 5PBE diatur dengan Peraturan  Lembagas
pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan

rugas pemearintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologl

FPasal 38
Audit Aplikasi SPBE terdiri atas:
g audit Apiikasi Urmurm; dan
b, audit Aplikasi Khuzsus,
Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit
Aplikasi SPBE.
Audit Aplikasl Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf &
dilaksanakan 1 (satu} kali dalam 1 {satu) tahun oleh kepala lembaga
pemarintah non  kementerian  yang  menyelenggarakan  tugas
pemearintaban di bidang pengkajian dan penerapan teknologl,
Audit Aplikasl Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (13 buruf b
dilaksanakan paling sedikit 1 ({satu) kali dalarm 2 {dua) tahun ofeh
Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus sebagaimana dirnaksud
pada ayat (4), Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berkoordinas
dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan o
bidang komuniasi dan nformatika terkat pormantauan evaluss:, dan
pelaporan audit Aplikas Khusus;
Ketentuan lebih lanjut mengenal standar dan tata cara pelaksanaan
audit Aplikas: SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga pemerincah
ron kementerian vang menyelenggarakan tugas permerintahan di
bidang pengkajian dan penerapan teknolog

FPazal 39

Audit keamanan SPBE terdiri atas:

a. audit keamanan Infrastrukbur SPBE Masional;

b, audit keamanan Infrastrukiur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah

Dagrah;

o audit Kesmanan Aplikasi Umum: dan

d. audit keamanan Aplikasi Khusus,
Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilskzanakan berdasarkan standsr dan tata cara pelaksanaan audit
Kearmanan SFBE.
Audit kearnaran Infrastrukiur SPEE Masional sebagaimana dimaksug
pada ayat (1) huruf a dan audit kearmanan Aplikasi Umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dilaksanakan 1 Csatiu) kall dalam 3 {satul
tahun oleh kepala
efmbadga varng menyelengaarakan tugas pamerintahan dl bidang
keamanan siber.
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Audit keamanan Infrastrdkiur SPBE Instansi Pusat dan Pemenntah
Daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1 huruf b dan awdit
keamanan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d dilakukan paling sedikit 1 (zatu) kall dalam 2 {dua) tahun cleh Instans
Pusat dan Pemerintan Daerah

Dalam melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Instans:
Pusat dan Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi Khusus
saoagaimana dimaksud pada ayat (4), instansi Pusat dan Peamerintah
Daerah berkoordinast dengan menterl vang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang komunikasi  dan  informatika terkait
cemantallan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur
SPBE Instansi Pusat dan Pemenntab Daerab dan audit keamanan
Aplikas Khusus

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar dan tata cara palaksanaan
audit Keamanan SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga vamg
menyelenggarakan tugas permerintaban di bidarg keamanan siber.

BAB VI
PENYELEMGGARA SPBE

Pasal 40
Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Helola SPBE,
Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Kormnunikas,
serta Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE, dibentuk tim koordinas:
sebagal penyelenggara SPBE di LPE TYR|
Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Keputusan Direktur Litama LPP TYR|

BAB Vi
PERCEPATAN SPBE

Fasal 41
Lintuk meningkatkan kualitas perwelenggaraan pemerintahan dan
pelavanan publik. dilakukan percepatan SPBE di Insfansi Pusat dan
Permarintah Daarah.
Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakulkan
dengan membangun Aplikast Urnum dan infrastruktur SPBE Masional
untuk mamberikan Layvanan SPRE

Pasal 42
Pembangunan dan/atau pengembangan Aglikasi Umum ditujukan
wntuk memberikan Layvanan SPBE vang mendukung kegiatan
pemerintahan o bidang:
a. perencanzan,
penganggaran;
pengadaan barang dan |asa pamerintah;
aluntabilitas kinera;
pemantauan dan avaluasi;
kearsipan:

s i T v i Y 2

4, kepedgawalarn
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a,  kepegawaian; dan

h  pengaduan pelayanan publik.
Fembangunan, pengembangan. dan penerapan Aplikasi  Umum
sebagalmana dimaksud pada ayvat (1) diiaksanakan paling lambat 2
pdua) tahun setelah Peraturan Dewan Direksi inl mulal herlaku,
Setiap pimpinan  Instansi Pusat  dan kepala daerah mencegah
dan/atau manghentikan pembangunan dan pengambangan aplikas|
sajanis dengan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1.

Pazal 43
ntuk optimalisasi, transparansi, dan akuntabilitas . pada
perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan [asa
pemarintah, diperlukan keterpaduan terhadap Proses Bisnis
perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan  jasa
pernarintah, akuntabilitas kinena, dan pemantauan dan evaluasi bagi
Instansi Pusat dan Pemearintah Daerah.
Pemyusunan keterpaduan Proses Blsnls perencanaan, penganggaran,
pengadaan barang dan jasa pemerintah, akuntabilitas: kinerja, dan
pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksarakan sesual dengan  ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Keterpaduan terhadap Proses Bisnis perencanaan, penganggarart,
pengadaan barang dan jaza pemerintah, akuntabilitas kineda, dan
pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (D
diterapkan melalui integrasi Layanan SPBE yang mencakup layanan
pEreEnCAnaan, ayanan penganggaran, layanan pengadaan, layanan
akuntabilitas kinerja, dan layanan pemantauan dan evaluasi
Imtegrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat {3}
dilakukan medalui: a4 bagl pakai data perencanaan, Denganggaran,
pengadaan barang dan [asa permnerintah, akuntabilitas kinerla, dan
pemantauan dan evaluasi; b, penvelenggaraan basis data terintegrasi
untuk bagi pakal data; dan penyvelenggaraan sistem  aplikasi
pErencanaan, panganggaran, pengadaan, akuntabilitas kinerja, dan
pemantauan dan evakuasi vang tarintegrasi,
Integrasi Layanan SPEBE sebagaimana dimaksud pada ayat {4)
dikoordinasikan oleh menteri wvang menvelenggarakan unusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasicnal,

Pasal 44

Untuk elisienst pervelenggaraan administrasi pemerintahtan dan
penvelenggaraan kearsipan yang terpadu, dilakukan penerapan
kearsipan berbasis elektronik bagi Instansi Pusat dan Pemerintakb
Daerah
Penyusunan Heterpaduan Proses Bisnis pengelolaan kearsipan
ditaksanakan  sesual dengan  ketertuan peraturan perundang-
L Argan.
Keterpaduan  Proses Bisms pangeiodaan kearsipan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalul Integrast layanan
kearsipan antar Instans! Pusat dan Pemerintah Daerah.

{40 Integras:.
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Integras| layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3}

dilakukan melalui:

a bagl pakal arsip dan informasi kearsipan dalam Instans! Pusat,
dalam Pemerintah Daerah, dandatau antar nstans) Fusat dan
Femerintah Daerah;

b,  penyelenggaraan basis data terintegras! untuk bagl pakal data
dan informasi kearsipan; dan

C..  penyelenggaraan sistemn aplikasi kearsipan vang terintegrasi

Integrasi layanan kearsipan sebagaimana dimaksud pada avat [4)

dikcordinasikan oleh menten vang menyelenggarakan  urusan

parmerintanan di bidang aparatur negara,

FPasal 45
Lintuk gfisignsi dan transparansi dalam manajermean Pegawal Meger
Sipil, dilakukan permerapan manajemen Pegawai Megeri Sipil berbasis
elektronik bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis manajernen Pegawal Mageri
Siptl  dhisusun berdazarkan  ketentuan peraturan  perundang-
undangan.
Weterpaduan Proses Bisnis terhadap manajemen Pegawai Megeri
Sipll sebagalmana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalui
integrasi lavanan kepegawalan untuk konsolidase data Pegawal
MNegen Sipil darl sermua Instans! Pusat dan Pemerintan Daeraly,
Integras! layanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada avat (3)
dilakukan melaluk
4. bBag pakal data kepegawalan dalam Instansi Pusat, dalam
Permerirtal Daesrah, danfatau antara lembaga pemerintah
nonkementarian yang menyelengoarakan tugas pemerintabhan gl
bidang manajermen kKepegawailan dengan Instansi Pusat dan
Pemerintah Dasrah;
b penyelenggaraan basis data terintegrasl untuk bagl pakal data
dan informasi kepegawalan:
o penyelengoaraan sistem aplikasi kepagawaian vang terintearasi:
dan
d, penyelenggaraan transaksi lavanan kepagawalan antars:
I, Instansi Pusat dan lembaga pemerintah nonkermantarian
yvang mempunyal tugas melakzanakan tugas pemerintahan
di bidang manaemean kepegawaian: dan
2. Pemerintah Daerah dan  Lembaga permerintah
nonkamantenan vang mempudnyai tugas malakeanalkan
tugas pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian.
Integrasi lavanan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada avat (4)
dikoordinasikan oleh Menterl yang menyelengoarakan urusan
pemerintabhan di-bidang aparatur negara

Pasal 46
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Pasal 46
Lintuk kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas pelavanan oubdik,
dilakukan penerapan pengaduan pelayanan publik berbasis
elektronik bagl Instansi Pusat dan Pemerintah Daarah
Penyusunan keterpaduan Proses Bisnis pengaduan pelayanan publik
dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
uncdangan,
Eeterpaduan Proses Bisnis  pengaduan pelavanan  publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan melalul integrasl
layanan pengaduan berbasis elektronik bagi Instansi Pusat can
Pamarintah Daerah
Integrasi lavanan pengaduan. pelayanan publik sebagaimana
dimaksud pada avat (3} dilakukan melalui; a: bagl pakai date can
Informasl pengadiuan pelayanan publik datarm Instansi Pusat, dalam
Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemarintah
Eaerah: b penyelenggaraan basis data terinbegras: uniuk Dagi pakal
data dan  informasi pengaduan pelayanan publik; dan ©
penyalenggaraan sistem aplikagsi pengaduan pelayvanan publik yang
terintegrasi
Irtegrasi layanan pengaduan pelayanan publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dikoordinazikan olebh menterl vang
menyelenggarakan urusan pemerintabian o bidang aparatur negara,

Paszal 47
ntuk mendukung pengoperasian Aplikas Umnmum sebagaimana
dimaksiud  dalam  Pasal 63, cllakukan pembangunan danfatau
pengembangan Infrastruktur SPBE MNasional,
infrastrukbur SPBE MNasional dibangun danfatau  dikemmbangkan
secara terpadu paling lambat 3 (tiga) tabun setelah Peraturan
Presiden ini mulal berlaky,
Dalam pangoperasian Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam
Paszal B3, Instans! Pusat dan Pemerintah Daerah harus menggunakan
Infrastruktur SPBE Masional paling lambat 1 (satu) tahun setaslah
Infrastruktur SPBE Masional ditetapkan
Pengembangan Infrastruktur SPBE Mazional dapat mernggunakan
Infrastrukbur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintan Daerah vang telah
tersedia sesuai dengan persyaratan feknis vang ditetapkan dan
ketentusn peraturan perundang-undangan
Pembangunan dan/atau pengembangan Infrastruktur SPBE Masional
dikpordinasikan olgh menteri yang manyelenggarakan  urusan
pemarintahan di bidang Eomunikasi dan informatixa

Fasal 48

Pendanaan yang diperiukan untuk percepatan SPBE di Instans) Pusat
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanjs Megara dan untik
percepatan SPEBE di Pemerintah Daerah dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah,

BaB Vil
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BAB VI
PEMANTALAN SPBE DAN EVALUASI SPEE

Pazal 49
Pemantauan SPBE dan Evaluas: SPBE bertujuan uniuk:
&. meangetahu capaan kemajiuan pelaksanaan SPERE i LPP TVELDL
dan
b. mermberikan saran perbaikan yang berkesinambungan unbuk
peningkatan kualitas pelaksanaan SPEE di LPP TVEI
Pemantavan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaxsud pada
ayat (1) dilaksanalkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
Pemantacan SFPBE dan Evaluasi SPBE didasarkan pada pedoman
pamantauan dan evaluasl SPBE
Pemantauan SPEBE dan Evaluasi 3PBE dilaksanakan oleh tirm koordinas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40,
Calam pelaksanaan teknis Pemantausn SPBE dan Evaluasi SPBE
sebagaimana dimaksud pada avat (4), dibantuk tim asesor internal
vang ditetapkan oleh Direktur Litama LPP TVRL
Hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disampalkan kepada Direktur Utama LPFP TYRI malalul
timr koordinasi SPBE

BaAG IX
KETENTUAN PENUTUP

Paszal 50

Dengan berlakunya Peraturan Dewan Direkst (ni, maka peraturan direksi
nomor 25/PRTR/DIREKSI/ TYRIS 208 tentang Penyelenggaraan Sistermn Tata
Keiola Berbasls Elektronlk (E-Goverment) dicabut dan dinyvatakan tidak
Darlaku.

Paszal 51

Peraturan Dewan Direkst ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, & Juni 2022

DEWAN DIREKS|

Direktur Ltarma /Z
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